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GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

l.

GUBERNUR RIAU,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional dan untuk tertib administrasi serta
akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk
perjalanan dinas, maka Peraturan Gubernur Nomor 65
Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas vang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas
Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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Menetapkan:

gl

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023,
Nomor 112);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI RIAU.



Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor
65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020
Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:
a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65
Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2021 Nomor 4};

b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor
65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daeran Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2021 Nomor 11);

c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor
65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2022 Nomor 28),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi:
a. Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Perjalanan
Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di
luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan
semula;

b. Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan
Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju
dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam
wilayah Provinsi Riau;

c. Perjalanan Dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang
berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah
Kabupaten/hota yang bersangkutan; dan

d. Perjalanan Dinas dalam kota.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit

Kerja.



(3)

(6)

(7)

b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan
teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi,
perlombaan, pertandingan dan sejenisnya_ sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat

keterangan dokter karena mendapat cedera pada
waktu/karena melakukan tugas.

e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara
Diploma/S1/S82/S3, hanva untuk 1 (satu) kali
keberangkatan.

f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan
studi banding dilakukan dalam hal :

a. adanya pcraturan baru yang akan diimplementasikan
oleh daerah;

b. untuk peningkatan pelayanan publik;
c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dalam rangka_ konsultasi,
koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi
Pemerintah terkait, dilaksanakan secara selektif
maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas
kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.

(4)

Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau
studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama
3 (tiga) hari.

(S)

Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan
kegiatan Monitoring/Supervisi/ Evaluasi dan Koordinasi
untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer
dari batas kota atau waktu tempuh dibawah 150 Menit
dengan transportasi darat menggunakan fasilitas jalan
Tol dibatasi maksimal 2 (dua) hari, dan untuk jarak lebih
dari 150 Menit dibatasit maksimal 3 (tiga) hari dan
maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.3

Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan
melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan
Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Pengguna Anggaran/ KPA dan
mempcerhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
Tenaga Kkontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dalam hal:

(3)



(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

a.mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka
penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi;

b. melakukan kegiatan pembahasan dokumen
perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama
dengan kementerian terkait;

c. melakukan peliputan dan pendampingan kegiatan
Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Anggota
DPRD/Sekretaris Daerah;

d.tenaga teknis tidak diperolch di tempat tujuan
Perjalanan Dinas yang dinyatakan dengan surat
pernyataan Kepala Perangkat Daerah, dengan format
scbagaimana tercantum pada Lampiran 1.B dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan
pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf c dibatasi paling banyak 5 (lima) orang.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat
Daerah/Kepala Biro untuk mendapat persetujuan/izin
tertulis Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana
tercantum pada Lampiran I.C dan merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf c dilakukan berdasarkan usulan Sekretaris DPRD
dan mendapat persetujuan/izin tertulis dari Pimpinan
DPRD, dengan format secbagaimana tercantum pada
Lampiran I dan merupakan bagian yang udak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
PPPK dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan
Pengguna Anggaran.
Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan
dan WKeprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur
dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari
Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan’§ azas

kepatutan dan kewajaran.
Masyarakat, Tokoh Masvarakat dan Organisasi atau
Kelomipok Masyarakat yang diikutsertakan dalam
pelaksanaan kegiatan tertentu. dapat diberikan
Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris
Daerah dalam bentuk~ disposisi dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan_ dari
Peraturan Gubernur int.

Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah
menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat
diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan udak
terdapat pada rencana peruntukkan alau penggunaan
dana hibah.
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(16) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan
Polisi Jalan Raya (PUR) dapat diberikan Perjalanan Dinas
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau
urusan Pemerintah Provinsi dengan menyvampaikan
Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah
Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang
tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil
Gubernur, PNS, PPPkK dan Tenaga Kontrak diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.uang harian dibayarkan secara lumpsum_ dan
merupakan batas tertinggi;

b. blava transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
berdasarkan fasilitas transport sebagaimana
tercantum Lampiran I.G dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

c, blava penginapan dibavarkan scsuai dengan biava rill
dan dapat menggunakan kwitansl biro
perjalanan/voucher;

d. uang representasi dibavarkan secara lumpsum;
c. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biava ruil.

Biava Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota
DPRID diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.uang harian dibayarkan secara lumpsum_ dan
merupakan batas tertinggl;

2

b. biayva transport dibavarkan secara lumpsum
sebagaimana tercantum Lampiran I.G dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini;

c. biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum,

d. uang representasi dibavarkan secara lumpsum;

e. sewa kendaraan dibayarkan secara lumpsum.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbarm
pada tanggal

SEKRETARIS DABRMH PROVINSI RIAU,

Ss... HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR :

wa Sesuai Dengan Aslinya
= la Biro Huku

SETDA
LLY/WARDHANI. SH. MH

zina Utama Muda
650823 199203 2 003
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